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Undung-Undang Repulslik Tmbuesia Nomor 19 Tahun 2062
tentang Hak Cipta

Fimghug Hak Cipla

Pazal

I, Hak ciptn merupakan hak ekilusif bagi Pencipla atau Pemegang Hak Cipta untukl mengumuombkon
st memperhanyak cptasanya, yang timbl secara otomatis setelah soate ciptadn sbilahirkan Lavga
meengurangi pembatason memimil peraniran permdang-nndangan vang berdako,

Ketentusn Pidaa:
Pasal 72
1. B

gatapn deng gain melunggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sehagai i dhimaksnd
dalarn Pasal 2 Ayat (1) atan Pased 459 Ayt 1) dan Ayat {23 digictana dengan pldam penjara naasing:
miaskng paling singikat | (stu) bulan danfatas denda paling sedikit Rp 100000000 {xatm juda rupiah),
atni pidana penjara paling huma 7 (tujuh) tabun denlatau denda paling hanvak Ry 5.O00000.000,00
[tima milyar rupiah),
i Rarangsiapa dengan sengain menyiarkan, memamerkan, miergedarkan, atay menjual kepasls umam
wuntu ciptaan sian harang hasil pelanggaran hak cipta stan hak terkalt sehagai dimakad pada Ayt
(1) dbipiibana denggan pidana penpara paling lana 3 (lima) whan dn s denda paling banyuk Ry
SO0 THMLEMOLENE {Hirmea ratas juta rupiah)
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PENGANTAR EDITOR

Hampir tidak ada sisi kehidupan yang berlepas diri dari hukum, dan tidak
ada penyelenggaraan negara yang tidak didasari dengan dasar hukum.
Di dalam hukum administrasi, para ahli mengintrodusir Asas Keabsahan
Tindakan Pemerintah. Bahwa setiap tindakan pemerintah adalah sah
berdasarkan norma wewenang yang diberikan kepadanya, baik secara
atributif, delegatif, maupun mandat. i

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengakomodir asas
legalitas (legaliteit beginsel), perlindungan terhadap hak asasi, keteri-
katan pemerintah pada hukum, monopoloi paksaan pemerintah untuk
menjamin penegakan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka
harus diselenggarakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. dalam hukum administrasi dikenal adanya prinsip “dat het
bestuur aan de wet is onderwopen” dan "het legaliteits beginsel houdt
in dat alleburgers bindende bepalingenop de wet moeten berusten”.
Prinsip ini dikemukakan oleh D.D. Stout yang artinya, pemernntah itu
tunduk kepada undang-undang. Asas legalitas menentukan bahwa
semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada
undang-undang.

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP-HAM) Fakultas Hukum
Universitas Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Sai Wawai Publishing
mencoba mengumpulkan tebaran pemikiran dari beberapa penulis dan
hasil penelitian mereka menjadi buku yang sekarang ada di tangan
pembaca. Berbagai pemikiran Hukum Administrasi seperti tentang
otonomi daerah, penyusunan Perda, check and balance, pengelolaan
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keuangan daerah, pengawasan pemerintah, ketenagakerjaan, agraria,
lingkungan hidup, dikumpulkan dalam satu naskah buku ini.

Buku ini pasti sangat banyak kekurangan, sehingga knitik pembaca
sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini. Semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, 2 Februari 2016

Editor,
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ABSTRAK

b

KEWENANGAN INSPEKTORAT
DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Oleh:
Ati Yuniati, S.H., M.H

Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintah dalam
melakukan pengawasan dan merupakan lembaga pengawas intern
pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan
dan pembinaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomeor 32 Tahun
2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Momor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden No.
15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
Permasalahannya dalam penulisan ini adalah bagaimanakah
kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan
negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakuakan
dengan mempelajari, melihat dan menelaah, seperti peraturan
perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
masalah tersebut. Kewenangan Inspektorat dalam melakukan
pengawasan keuangan negara memilki 2 (dua) kewenangan
yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan yang
dilakukan yaitu melakukan pengarahan dan bimbingan serta
melakukan upaya pembenahan. Pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan
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pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pengawasan
dilakukan secara berskala, pengawasan khusus dan profesional.

|. LATAR BELAKANG

Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan
negara merupakan bagian yang perlu diawasi karena jika tidak
diawasi akab menyebabkan tidak tercapainya tujuan negara bahkan
akan menyebabkan kerugian pada negara itu sendiri. Segala urusan
pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, khususnya
dalam hal keuangan negara, harus dirringi dengan pengawasan agar
berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.
Pengawasan keuangan negara adalah kegiatan untuk menjamin
agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran
pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang
telah digariskan didalam anggaran'.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan merupakan fungsi
yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan,
pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam hal keuangan
negara ataupun keuangan daerah, oleh karena itu diperlukan
adanya suatu pengawasan, baik pengawasan intern maupun ektern.
Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen (kontrol) sangat
diperlukan sekali untuk terlaksananya rencana suatu kegiatan dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta menjamin tercapainya tujuan
secara efektif, efisien dan akuntabel.

Objek dari pengawasan keuangan tidak dititikberatkan pada sektor
anggaran belanja saja tetapi juga mencangkup anggaran pendapatan,
pengawasan yang merupakan alat kendali dari kepala organisasi negara
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.
Dalam rangka kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonom,

' Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Bandar Lampung: Penerbit Universitas
Lampung, 2014, h.63



maka kepada daerah diberikan sejurnlah kewenangan bidang keuangan
berdasarkan desentralisasi keuangan.’

Saat ini sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah memasuki
era otonomi daerah dimana hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan
yang semula didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah namun undang-undang tersebut tidak
sesual lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah serta beberapa perundang-undangan lainnya yang mengatur
sistern Pemerintahan Daerah dan Keuangan.

Ketentuan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kemudian
diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005, juncte Pasal 1 angka (1) Permendagri No. 23 Tahun 2007,
Dalam Pasal 1 angka (4) PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka
(1) Permendagri No. 23 Tahun 2007 menyatakan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuali dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan merupakan alat kendali untuk mengotrol pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dijalankan oleh kepala negara/daerah atau
kepala organisasi. Agar nantinya dapat tercapanya tujuan yang dituju,
sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik (Good Government).
Mengingat arti penting dari pengawasan, dalam setiap unit
pemerintahan (dapartemen atau non dapartemen) di pusat maupun di
unit pemerintahan secara vertikal di daerah dibentuk unit pengawasan

* Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo
Persada, 2012, h 35
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yang secara organisatoris selalu berada langsung di bawah kepala
daerahnya.

Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara dapat berupa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannyadalam
suatu lingkungan kerja

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat lenderal, Inspektorat
Propinsi, dan Inspektorat kabupaten/Kota

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

4. Pengawasan yang dilakukan cleh Badan Pemeriksa Keuangan

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam jangka
waktu tertentu. Jangja waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu
dalam suatu tahun anggaran, yakni dari bulan Januari sampai Desember
tahun yang bersangkutan.?

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pemerintah memiliki aparat
pengawasan fungsional yang terdiri dari: 1. Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan internal
pemerintah; 2. Inspektorat lendral Departemen yang merupakan aparat
pengawasan internal departemen yang bersangkutan; 3. Inspektorat
Wilayah Provinsi yang merupakan aparat pengawasan internal
pemerintah daerah tingkat | yang bersangkutan; 4. Inspektorat Wilayah
Kabupaten/Kotamadya yang merupakan aparat pengawasan internal
pemerintah daerah tinggkat I/ Kotamadya yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara

' Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Penerbit PT. Raja
Grafindo Persada, 2011, h. 70-71



yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pimpinan tertinggi suatu daerah perlu melakukan pengawasan terhadap
instansi pemerintah, terutama pengawasan dalam hal keuangan, sebab
tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan
dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam melakukan pembangunan
yang nantinya akan mengakibatkan kerugian negara. .

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan
fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisastan
dan penggerakan salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk
diterapkan adalah pengawsan fungsional, karena setiap gerakan
penyimpangan akan lebih mudah dan akan lebih cepat diketahui.

Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawas internal di daerah yang
dibentuk untuk mengurangi semakin meningkatnya korupsi, hingga saat
ini masih belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi. Aparat pengawas
yang dimaksudkan untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan
pemerintah utamannya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran
keuangan negara dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun pada
kenyataannya rmasih jauh dari harapan.

Peran pengawasan dalam hal penyalahgunaan keuangan negara masih
cenderung belum efektif dan efisien. Meskipun sudah ada beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinyatakan Inspektorat
ada indikasi penyimpangan keuangan negara, tapi masih banyak
sekali contoh kasus-kasus pelanggaran penyalahgunaan keuangan
negara yang belum di sentuh oleh inspektorat karena adannya suatu
kesepakatan atau bisa dikatakan ada kerjasama antar Inspektorat dan
SKPD terkait.

Tebaran Pemikiran
Hukum Administrasi Negara

O
V)



o~
S

Tebaran Pemikiran
Hukum Administras] Negara

Il. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam
penulisan ini adalah Bagaimanakah kewenangan inspektorat dalam
melakukan pengawasan keuangan negara?

IIl. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan
dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam
bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap dan terperinci.
Kemudian dilakukan interprestasi data, sehingga dapat memudahkan
memberi arti data yang telah tersusun tersebut dalam hubungan satu
dengan lainnya. Akhirnya dilakukan pembahasan yang akan menuju
kepada kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

Berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan,
harus mendapat penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi
pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian
keuangan pada negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan
suatu sistem pengawasan yang tepat, hal ini bertujuan untuk menjaga
kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administras:
yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang
sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak, Dengan
demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang
tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambs
langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehinggs
terarah pelaksanaannya. Pengawasan pada hakekatnya merupakas
fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasts



yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau
kinerja kerja.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanan pengawasan
adalah mengacu pada:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No,20 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Megara,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah,

4. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan
Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan
Daerah,

Kata "pengawasan” berasal dari kata “awas”, istilah pengawasan
dikenal didalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi sebagai salah
satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.® Menurut Ni'matul Huda
pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar
pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah
ditetapkan.®

Suatu pengawasan dapat dinilai efektif apabila mempunyai karakteristik
yaitu:

1. Pengawasan mudah dipahami,
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu,

3. Pengawasan bersifat ekonomis,

+ Arilin P, Soeria Admadja, Kevangan Publik dalam Perspektif Hukum, 2010, h. 240-241
" Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelengaraan Pemerin-
tahan Daerah, Yogyakarta: Penerhit FH Ull Press, 2007, h. 33
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4.

Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan.

Maksud dan Tujuan Pengawasan Pengawasan diadakan dengan maksud
untuk :

1.
Z.

Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,

Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.

Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
telah direncanakan,

Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau
tidak,

Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah
ditetapkan dalam planing,

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan, dikemukakan bahwa; “Pengawasan
bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
kegiatan pemerintah dan pembangunan.”

Dari Segi Objek Pengawasan dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan
dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis kegiatan pengawasan, yaitu;

1.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap
bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan
ditempat berlangsungnya pekerjaan (on the spot). Sistem
pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan disebut built
of controll. Dengan demikian, hal ini mencangkup pengertian
pemeriksaan (inspectton).



Pengawasan tidak langsung adalah pengawasn yang dilakukan
oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek
yang diawasai/diperiksa. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang
melakukan pengawasan tidak langsung, memeriksa pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan laporan yang diserahkan kepadannya
dengan mempelajari serta menganalisis laporan atau dokumen
yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

Berdasarkan segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan
dibedakan dalam 2 (dua} jenis yaitu;

1.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai
penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat
terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan
pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikendaki terjadi dalam
suatu pekerjaan.

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah
adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin
kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan
rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Inspektorat daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

d.

Inspektorat Wilayah Provinsi adalah instansi pengawasan yang
melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah provinsi.
Instansi ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Instansi ini
mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivitas
pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat
pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang - undangan yang berlaku dan melakukan
pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri di provinsi.

Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya adalah instansi
yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah.
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Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu Inspektorat
Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan
terhadap tugas departemen Dalam Negeri di Kabupaten atau
Kotamadya.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada
seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan
dengan fungs-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan
pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi
pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala
pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas
dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten
dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota,
namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-
prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut
diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of
power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi madern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk
memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa
mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik
yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat
awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan
pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan menuju  terwujudnya
pemerintahan yang baik dan bersih (good govenment and clean
government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi
ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini,
maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan
masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau
mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan
terhadap kesalahan, kekeliruan apalag penyelewengan yang telah
terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus
diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.



Kesalahan harus ditebus dengan sanksithukuman, dan bila memenuhi
unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum,
sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu
kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal
seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia
yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN).

Kewenangan inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan
negara antara lain:

1. Pembinaan Terhadap Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan Inspektorat
terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar suatu instansi baik
dinas atau badan yang terdapat dalam lingkungan pernerintahan, baik
pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dapat menjalankan segala
tugas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi terarah
dan sesuia dengan apa yang ditujukan atau diharapkan. Pembinaan
yang dilakukan Inspektorat yaitu, Inspektorat melakukan pembinaan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah Provinsi
maupun pemerintah Kabupaten/Kota, Salah satu bentuk pembinaan
yang dilakukan Inspektorat, yaitu melakukan pembinaan terhadap
anggaran (Keuangan).

Anggaran, selain perlu dilakukannya pengawasan, dalam menyusun
anggaran sendiri diperlukan adannya suatu pembinaan, terlebih lagi
ketika anggaran yang baru atau sudah berjalan. Tujuan dari dilakukannya
pembinaan agar dapat terwujudnya tertib administrasi yang baik.
Bentuk pembinaan yang dilakukan Inspektorat selain mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengawasan, Inspektorat juga memiliki
tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
pemerintahan, bentuk pembinaan yang dilakukan, dengan cara
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melakukan pembinaan, arahan dan bimbingan Kerja Satuan Perangkat
Daerah.

Inspektorat dalam melakukan pembinaannya dengan cara melakukan
pembinaan-pembinaan, pengarahan-pengarahan dan  dilakukan
bimbingan-bimbingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang ada, baik di lingkungan kerja pemerintahan Provinsi maupun
dilingkungan kabupaten/kota. Dilakukan pembinaan terhadap suatu
instansi dikarenankan ketika dilakukannya pengawasan, terdapat suatu
indikasi kesalahan atau penyimpangan yang ada di instansi tersebut,
sehingga diperlukan dilakukannya pembinaan, pengarahan dan atau
bimbingan agar bisa tecapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan sebagai salah satu
fungsi manajemen sangat diperlukan untuk terlaksanannya rencana suatu
kegiatan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta menjamin
tercapainya tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel. Inspektorat
sebagai pengawas intern dapat diharapkan mampu merespon terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi dalan penyelengaraan pemerintahan
untuk terselenggarannya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsingya memiliki
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internsecara
intensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melaporkan
hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat dalam
melakukan pengawasan khususnnya pengawasan terhadap keuangan
negara, melakukan 2 metode pengawasan, yaitu pengawasan langsung
(turun kelapangan) yaitu suatu metode pengawasan yang dilakukan
langsung oleh pimpinan atau pengawas yang memiliki wewenang
malakukan inspeksi ke lapangan, dalam melaksanakan pengawasan
langsung biasannya dilakukan pada pertengahan tahun atau akhir
tahun, tetapi apa bila suatu instansi telah terlebih dahulu di periksa oleh
lembaga, seperti Badan Pemeriksa Keuangan maka inspektorat tidak
bisa melakukan inspeksi (pemeriksaan) ke satuan kerja perangkat daerah
yang terlebih dahulu diperiksa oleh lembaga lain, inspektorat harus
menunggu paling lama 3 (tiga) bulan baru bisa melakukan pemeriksaan



ke satuan kerja perangkat daerah, dan tidak langsung (menggunakan
laporan keuangan).

Tujuanya yaitu apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran masih
bisa dilakukan upaya perbaikan. Pengawasan tidak langsung diadakan
dengan mempelajari laporan yang diterima dari satuan kerja perangkat
daerah baik dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan, serta
mempelajari serta mengamati pendapat dari masyarakat terkait dengan
satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Ketika laporan anggaran
yang dibuat oleh instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau adanya
laporan baik dari masyarakat maupun dar LSM (Lembaga Masyarakat)
inspektorat sebagai lembaga pengawas merespon, laporan atau
pengaduan dari masyarakat dengan cepat.

Langkah awal yang dilakukan inspektorat dalam merespon pengaduan
dari masyarakat, yaitu melakukan pembentukan tim investigasi atau tim
pengawasan khusus untuk mencari kebenaran dari apa yang di laporkan.
Ketika data sesuai dengan apa yang di laporkan maka inspektorat
langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan pengawasan
khusus terhadap instansi yang melakukan pelanggaran, dengan cara
memberikan pembinaan serta pengarahan terhadap instansi yang
melakukan pelanggaran serta dilakukannya pengawasan secara intensif.

Pengawasan Khusus Inspektorat dalam melakukan pengawasan, selain
adapengawasan secara berskala atau reguler, inspektorat juga melakukan
pengawasan secara khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan bertujuan
untuk melakukan evaluasi, atau menindak lanjuti suatu pengaduan dari
masyarakat terhadap suatu instansi dan pengawasan khusus dilakukan
untuk melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan.

Pengawasan khusus merupakan suatu pengawasan yang dilakukan
dengan maksud dan tujuan tertentu, dimana biasannya dilakukan untuk
melakukan evaluasi dari pengawasan atau pemeriksaan yang telah
dilakukan, kemudian pengawasan khusus dilakukan untuk menindak
lanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat, atau lembaga yang sah
dimata hukum, dan pengawasan khusus merupakan suatu pemeriksaan
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yang dilakukan apabila ada suatu pejabat daerah yang masa jabatannya
hampir selesai, waktu pemeriksaannya biasannya dilakukan 2 (dua)
minggu sebeluk masa jabatan berakhir.

2. Pengawasan Terhadap Keuangan Negara

Inspektorat dalam menjalankan kewenangannya dalam hal ini melakukan
pengawasan dan pembinaan, seluruh para auditor dan pegawai yang
berwenang dituntun untuk selalu melakukan tugasnya berdasarkan
dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat dalam menjalankan
tugasnnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, ‘Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan harus dilakukan
dengan profesional dan mejalankan tugas dengan transparasi dalam
arti keterbukaan dengan objek pemeriksaan terhadap penyimpangan
yang terjadi untuk dapat dilakukan pembinaan dan dalam pelaksanaan
pemeriksaan melaporkan kepada Gubernur. Ketika adanya laporan baik
dari masyarakat maupun dari LSM (Lembaga Masyarakat) inspektorat
sebagai lembaga pengawas merespon laporan atau pengaduan dari
masyarakat dengan cepat.

Langkah awal yang dilakukan inspektorat dalam merespon pengaduan
dari masyarakat, yaitu melakukan pembentukan tim investigasi atau tim
pengawasan khusus untuk mencari benar dari apa yang di laporkan.
Ketika data sesuai dengan apa yang di laporkan maka inspektorat
langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan pengawasan
khusus terhadap instansi yang melakukan pelanggaran, dengan cara
memberikan pembinaan serta pengarahan terhadap instansi yang
melakukan pelanggaran.

Program kerja Inspektorat dalam hal pengawasan terhadap keuangan
negara yaitu; a. Melaksanakan pengawasan secara berkala dan reprensif
serta melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dengan
kegiatan pemeriksaan reguler ke seluruh satuan kerja/unit. Inspektorat



selalu melakukan pengawasan secara berkala dan reprensif serta
melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan. Pengawasan
dilakukan pada tengah tahun dan akhir tahun. Pengawasan secara
khusus, dilakukan apabila ada berita-berita dari media atau adanya
laporan dari masyarakat yang memberitakan instansi terkait terlibat
penyalahgunaan angaran.

Setelah dilakukan pengawasan, agar satuan kerja perangkat daerah
berjalan sesuai dengan peraturan maka inspektorat melakukan
pembinaan terhadap semua satuan kerja perangkat daerah, sehinga
dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan terus melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh satuan kerja perangkat
daerah yang nantinya dapat terciptannya pemerintahan yang baik dan
bersih. Inspektorat dalam melakukan pengawasan perlu dilakukan
secara optimal dengan cara dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi
antara para auditor dengan pegawai dan dalam melakukan pembinaan
terhadap semua instansi perlu adanya kekompakan dan kerjasama yang
baik dalam melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

Bersinergi maksudnya terdapat hubungan yang baik dari perencanaan
program maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang artinya terdapat
kesinambungan, baik program, jadwal maupun aparat yang melakukan
pemeriksaan dengan pola pengaturan yang baik.

Menindak lanjuti pengaduan pengawasan masyarakat dalam
mengantisipasi terjadi KKN serta peningkatan penyelesaian kasus-kasus
pengaduan masyarakat. Inspektorat sangat terbuka apabila ada berbagai
laporan baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga lain yang
resmi, untuk melapotkan adanya suatu penyalahgunaan anggaran.
Setelah adanya laporan, maka inspektorat langsung malekukan
pengawasan khusus yang diperintahkan oleh inspektur, dilakukannya
pengawasan khusus untuk menanyakan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang terkait benar atau tidak laporan yang telah diterima.
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Inspektorat dapat langsung bertindak melakukan pembinaan dan
pengawasan yang lebih kepada instansi terkait. Dengan semakin kritisnya
masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang melibatkan
seluruh aspek pemerintahan diharapkan masyarakat menjadi mata
dan telinga dalam pengawasan untuk dapat dilakukan pembinaan dan
perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan utamanya mengurangi
tingkat penyimpangan yang terjadi dan menekan kebocoran anggaran
pemerintah.

V. PENUTUP

Kewenangan Inspektorat dalam pengawasan keuangan negara memiliki
2 (dua) kewenangan yaitu melakukan pembinaan dan melakukan
pengawasan terhadap jalanya pemerintahan, pembinaan merupakan
suatu upaya yang dilakukan inspektorat terhadap Satuan Kerja Perangkat
Daerah agar suatu instansi baik dinas atau badan yang terdapat dalam
lingkungan pemerintahan, baik pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/
Kota, dapat menjalankan segala tugas yang ada di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), serta menjadi terarah dan sesual dengan
apa yang ditujukan atau diharapkan. Inspektorat dalam melakukan
tugas dan fungsi pengawasannya, dilakukan dengan cara pengawasan
langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung yaitu suatu bentuk
pengawasan yang dilakukan dengan langsung turun kelapangan,
memeriksa secara langsung kondisi dan situasi yang ada dilapangan
sedangkan pengawasan tidak langsung, merupakan suatu bentuk
pengawasan yang dilakukan hanya mengandalkan laporan-laporan yang
dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Inspektorat melakukan
beberapa macam pengawasan yaitu melakuakan pengawasan secara
berskala, pengawasan khusus dan pengawasan secara profesional.

Pengawasan berskala atau reguler merupakan bentuk pengawasan
yang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dilakukan pada akhir tahun,
pengawasan khusus, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan
dengan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi, menindak
lanjuti laporan masyarakat, dan melakukan pemeriksaan masa jabatan,



pengawasan profesional merupakan suatu pengawasan yangditanamkan
pada diri auditor untuk selalu melakukan tugas pengawasannya secara
profesioanal tidak ada kepentingan lain.
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